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MOTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan
kemampuannya.(Q.S Al-Bagarah:286).
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Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan melalui KUHAP.
Untuk melindungi hak asasi manusia dalam penanganan perkara pidana. Untuk
melindungi hak asasi manusia dalam peradilan pidana yang diperlukan adanya
pengawasan yang dilakukan oleh hakim, dilakukan melalui suatu permohonan pra
peradilan yang diajukan oleh orang yang sedang tersangkut perkara pidana
berkenaaan dengan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan penyidik Polri.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan
kehakiman, setara dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah
mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo
Pasal 77 KUHAP bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk
memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta permintaan ganti
kerugian atau rehabilitasi. Dengan demikian yang menjadi objek praperadilan
adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan
penuntutan serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak
diajukan ke pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek
praperadilan yang berupa penetapan sah atau tidaknya tersangka pada saat
penyidikan, maka tentunya berdasarkan atas pertimbangan hukum tertentu.
Sehubungan dengan itu, apakah dasar pertimbangan hukum yang mendasari
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan apakah pertimbangan hukum itu sudah
tepat. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka
bagaimanakah implikasi yuridisnya dalam penanganan perkara pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui dasar
pertimbangan hukum terhadap penetapan status tersangka oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai objek praperadilan. Dan untuk mengetahui implikasi hukumnya
atas penetapan status tersangka oleh Mahkamah Konstitusi sebagai objek
praperadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang
berhubungan dengan masalah yang akan di bahas, diantaranya bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:



Terdapat beberapa dampak jika penetapan tersangka menjadi objek praperadilan
yang diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hakim dalam
putusan MK Nomor 21/PUU-X11/2014. Yaitu :

1.

2.

3.

akan terjadi peningkatan jumlah gugatan dan kemungkinan hakim akan
bersikap gegabah, karena proses sudah mencapai tahap pembuktian dengan
bukti yang cukup. Permasalahan utamanya adalah kemungkinan penetapan
seseorang sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang memadai.
Kebijakan bijaksana Ketua Pengadilan Negeri yang memilih hakim yang
dianggap memiliki kompetensi untuk menangani perkara tersebut.

Banyaknya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu

1.

terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa pasal terkait bukti permulaan
dan ketentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dapat mengakibatkan kebingungan dalam penafsiran hukum,
terutama dalam konteks penetapan tersangka.

Ketidakjelasan hukum terutama muncul dalam pemahaman bukti permulaan
yang berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diatur dalam undang-undang.
Situasi ini bisa menjadi kendala bagi penyidik dalam pelaksanaan tugas mereka.
Penetapan tersangka dianggap sebagai tahap paling akhir dalam penyelidikan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP. Tetapi, karena perbedaan
pandangan dan konflik dengan undang-undang, hal ini bisa memengaruhi
proses penetapan tersangka.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda sebagai legislator negatif dan
legislator positif. Dalam situasi ini, peran legislator positif Mahkamah
Konstitusi mencerminkan adanya aktivisme yudisial yang signifikan, di mana
hakim memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan hukum guna
mencapai tujuan hukum tertentu.

Apabila perbedaan dan konflik dengan undang-undang dalam putusan
Mahkamah Konstitusi tidak bisa diatasi, maka bisa terjadi kekosongan hukum.
Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menggunakan pertimbangan logis atau
mengambil keputusan kebijakan untuk mengisi kekosongan dalam hukum
tersebut.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum penetapan status
tersangka oleh Mahkamah Konstitusi sebagai objek praperadilan dan implikasi
hukumnya. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dan akibat hukum dari praktik
penetapan tersangka sebagai objek praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi No. 21/PUU-XI1/2014 yang mengubah konsep praperadilan dalam
KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Dampak Adanya Penetapan Status Tersangka sebagai Objek Praperadila
Yaitu, Terjadi peningkatan jumlah gugatan praperadilan dan risiko hakim menjadi
gegabah karena masuk dalam tahap pembuktian yang memerlukan bukti yang
cukup, Isu utama adalah potensi penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang
memadai, Pentingnya kebijakan bijaksana dalam memilih hakim yang kompeten
untuk menangani perkara semacam ini,Potensi meningkatnya permohonan
praperadilan terhadap penetapan tersangka.

Akibat Hukum Praktik Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan
Yaitu Kemungkinan adanya perbedaan pandangan terkait bukti permulaan dan
ketentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
menyebabkan kebingungan dalam penafsiran hukum, terutama dalam konteks
penetapan tersangka, Ketidakjelasan hukum, terutama terkait pemahaman bukti
permulaan yang berkaitan dengan jumlah alat bukti yang diatur dalam undang-
undang, dapat menghambat penyidikan,Proses penetapan tersangka dapat
terpengaruh oleh perbedaan pandangan dan konflik dengan undang-undang,
Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda sebagai legislator negatif dan positif,
dan dalam situasi ini, peran positifnya menunjukkan aktivisme yudisial yang
signifikan.

Jika perbedaan dan konflik dengan undang-undang dalam putusan
Mahkamah Konstitusi tidak dapat diatasi, dapat terjadi kekosongan hukum, yang
memerlukan hakim untuk menggunakan pertimbangan logis atau mengambil
keputusan kebijakan guna mengisi kekosongan dalam hukum tersebut.

Kata kunci : Penetapan status tersangka,Mahkamah Konstitusi,Penyidikan,Objek
Praperadilan.
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